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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Surabaya pada periode 1914–1942. Penelitian ini berfokus pada proses seleksi pelajar pribumi, penyelenggaraan sistem pendidikan, serta dampaknya terhadap masyarakat pribumi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari arsip kolonial, surat kabar berbahasa Belanda, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses menuju MULO tetap bersifat sangat selektif melalui ujian masuk, sistem pemeringkatan akademik, dan persyaratan penguasaan bahasa Belanda. Implementasi Politik Etis tercermin dalam penyelenggaraan sistem pendidikan modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah kolonial. Di sisi lain, MULO memberikan peluang mobilitas sosial dengan membuka kesempatan bagi lulusan pribumi untuk bekerja sebagai guru, pegawai administrasi, dan tenaga perkantoran. Selain itu, lembaga ini turut berkontribusi terhadap lahirnya kelompok elite pribumi terdidik yang memiliki kesadaran sosial dan politik yang semakin berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa MULO tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan kolonial, tetapi juga menjadi ruang yang secara tidak langsung mendorong tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas Politik Etis pada tingkat yang lebih luas, penelitian ini menyoroti implementasinya di MULO Surabaya sehingga mengungkap bagaimana praktik pendidikan kolonial secara bersamaan mendukung administrasi kolonial sekaligus mendorong lahirnya kelompok elite pribumi terdidik.

Kata Kunci: Politik Etis, MULO Surabaya, Pendidikan Pribumi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Ethical Policy toward indigenous education at Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) in Surabaya during 1914–1942. It focuses on the selection process of indigenous students, the implementation of the educational system, and its impact on indigenous society. This research employs a qualitative historical method through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected from colonial archives, Dutch-language newspapers, official government documents, and relevant literature. The findings show that access to MULO remained highly selective through entrance examinations, academic ranking, and Dutch language proficiency requirements. The implementation of the Ethical Policy was reflected in the establishment of a modern educational system designed to meet the administrative needs of the colonial government. At the same time, MULO provided opportunities for social mobility by enabling indigenous graduates to work as teachers, administrative officers, and office employees. Moreover, the institution contributed to the emergence of an educated indigenous elite with growing social and political awareness, demonstrating that MULO functioned not only as an instrument of colonial rule but also as a space that indirectly fostered Indonesian nationalism. Unlike previous studies that mainly discuss the Ethical Policy at a broader level, this study highlights its implementation at MULO Surabaya, revealing how colonial educational practices simultaneously supported colonial administration and fostered the emergence of an educated indigenous elite.
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PENDAHULUAN
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Pendidikan menjadi salah satu sektor yang memperoleh perhatian utama dalam pelaksanaan Politik Etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-20. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem eksploitasi kolonial yang berkembang pada masa Tanam Paksa, sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi melalui program irigasi, emigrasi, dan edukasi. Sektor pendidikan dipandang sebagai instrumen yang paling strategis karena mampu menghasilkan tenaga kerja terdidik yang dibutuhkan untuk mendukung administrasi pemerintahan kolonial yang semakin berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah kolonial mulai memperluas penyelenggaraan pendidikan formal dengan sistem Barat melalui pendirian berbagai jenis sekolah sesuai dengan stratifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda. Perluasan pendidikan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada tujuan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat pribumi, melainkan tetap diarahkan untuk memenuhi kepentingan birokrasi dan pembangunan ekonomi kolonial. Sistem pendidikan yang diterapkan juga menunjukkan adanya pembedaan akses berdasarkan golongan ras, status sosial, kemampuan ekonomi, serta penguasaan bahasa Belanda sehingga kesempatan memperoleh pendidikan modern masih terbatas bagi sebagian kecil masyarakat pribumi.[footnoteRef:2] [2: 	 Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, dan Ervin Yunus Evendi, “Pendidikan pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900–1930,” Jurnal Artefak 7, no. 1 (2020): 20–29.] 

Surabaya merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan paling pesat sebagai pusat pelabuhan, perdagangan, dan industri di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Posisi strategis Surabaya sebagai penghubung wilayah pedalaman penghasil komoditas perkebunan dengan pasar internasional mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Perkembangan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan tenaga administrasi yang mampu bekerja pada berbagai instansi pemerintahan, perusahaan swasta, maupun sektor perdagangan. Pemerintah kolonial kemudian memperluas pembangunan lembaga pendidikan bergaya Barat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Berbagai sekolah didirikan berdasarkan klasifikasi penduduk, mulai dari Europeesche Lagere School (ELS), Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Hollandsch-Chineesche School (HCS), hingga Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) sebagai jenjang pendidikan menengah. Kehadiran MULO di Surabaya menunjukkan bahwa pelaksanaan Politik Etis tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan lembaga pendidikan, tetapi juga melalui pembentukan sistem pendidikan yang dirancang sesuai kebutuhan administrasi kolonial di tingkat lokal.[footnoteRef:3] [3:  D. R. Galih, “Pusat Pendidikan di Surabaya: Penerapan Politik Etis 1911–1930,” Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah 6, no. 2 (2018): 140–151.] 

MULO memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan kolonial karena menjadi jenjang lanjutan bagi lulusan sekolah dasar berbahasa Belanda sekaligus menjadi pintu masuk menuju pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia kerja. Meskipun demikian, kesempatan masyarakat pribumi untuk mengakses MULO tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan pemerintah kolonial. Proses penerimaan siswa dilakukan melalui ujian masuk, pemeringkatan berdasarkan hasil belajar sebelumnya, serta persyaratan kemampuan berbahasa Belanda yang menjadi bahasa pengantar utama dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan juga lebih menekankan penguasaan ilmu pengetahuan praktis, kedisiplinan, dan keterampilan administrasi yang dibutuhkan dalam birokrasi kolonial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan tidak sepenuhnya bertujuan menciptakan pemerataan kesempatan belajar, melainkan menghasilkan tenaga administrasi tingkat menengah yang mampu menunjang keberlangsungan pemerintahan kolonial. Ironisnya, sistem pendidikan tersebut justru membuka peluang mobilitas sosial bagi sebagian kecil pribumi serta melahirkan kelompok masyarakat terdidik yang kemudian memiliki kesadaran sosial dan politik lebih tinggi dibandingkan masyarakat pribumi pada umumnya.[footnoteRef:4] [4:  D. P. Sari, “Kweekschool, Politik Etis, dan Transformasi Pendidikan Guru Pribumi di Hindia Belanda,” Sejarah Citra Lekha 6, no. 2 (2021): 87–102.] 

Kajian mengenai pendidikan kolonial di Surabaya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus pembahasan yang beragam. Prayudi & Salindri (2015) membahas perkembangan pendidikan kolonial di Surabaya sebagai bagian dari dampak penerapan Politik Etis. Nurhaji Heri (2017) mengkaji perkembangan kebijakan Politik Etis pada sektor pendidikan selama masa pemerintahan Alexander Willem Frederik Idenberg, sedangkan Afandi et.al (2020) menelaah struktur pendidikan kolonial di Hindia Belanda secara umum. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perkembangan pendidikan kolonial, tetapi pembahasannya masih berfokus pada kebijakan secara makro dan belum menjelaskan bagaimana implementasi Politik Etis berlangsung pada satu lembaga pendidikan menengah secara spesifik. Kajian mengenai proses seleksi pelajar pribumi, pelaksanaan sistem pendidikan, serta dampak pendidikan MULO terhadap pembentukan kelompok pribumi terdidik di Surabaya masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi Politik Etis pada MULO Surabaya sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah kolonial.[footnoteRef:5] [5:  G. M. Prayudi dan D. Salindri, “Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901–1942,” Publika Budaya 1, no. 3 (2015): 20–34.] 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya pada tahun 1914–1942. Pembahasan difokuskan pada proses seleksi pelajar pribumi, pelaksanaan sistem pendidikan di MULO, serta dampak pendidikan MULO terhadap mobilitas sosial dan munculnya kelompok pribumi terdidik di Surabaya. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan arsip kolonial, surat kabar berbahasa Belanda, dokumen resmi, serta berbagai literatur pendukung untuk merekonstruksi pelaksanaan kebijakan pendidikan kolonial pada tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap historiografi pendidikan kolonial di Indonesia dengan menunjukkan bahwa MULO tidak hanya menjadi instrumen pemerintah kolonial dalam memenuhi kebutuhan birokrasi, tetapi juga menjadi ruang yang secara tidak langsung mendorong terbentuknya kelompok intelektual pribumi yang berperan dalam perkembangan nasionalisme Indonesia.

METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian terkait Implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya diperlukan untuk menggunakan metode penelitian sejarah dari kuntowijoyo yang terdapat beberapa tahapan mulai dari tahapan pengumpulan sumber hingga tahapan historiografi.[footnoteRef:6] [6:  Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013), hlm. 69] 

Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan Politik Etis dan perkembangan MULO Surabaya. Sumber primer diperoleh melalui penelusuran arsip kolonial di Delpher berupa surat kabar De Indische Courant, Soerabaijasch Handelsblad, De Locomotief, dan Nieuwe Courant. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen resmi pemerintah kolonial, seperti Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië, Algemeen Verslag Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië, Staatsblad van Nederlandsch-Indië, serta arsip yang diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan (BPK) Jawa Timur. Selain itu, penelitian menggunakan dokumen pendukung berupa rapor dan ijazah MULO sebagai sumber untuk merekonstruksi sistem pendidikan dan kehidupan pelajar pribumi. Sumber sekunder diperoleh melalui buku, artikel ilmiah, skripsi, serta jurnal yang membahas Politik Etis, pendidikan kolonial, dan sejarah Kota Surabaya. 
Tahap verifikasi dilakukan melalui kritik eksternal dan kritik internal terhadap seluruh sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal bertujuan memastikan keaslian dokumen berdasarkan asal-usul, waktu penerbitan, serta bentuk fisik sumber. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan informasi yang terdapat dalam berbagai arsip, surat kabar, dan literatur sehingga diperoleh data yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Tahap ini menjadi penting mengingat sebagian besar sumber primer berasal dari pemerintah kolonial Belanda yang berpotensi mengandung sudut pandang kolonial sehingga memerlukan perbandingan dengan sumber lainnya.
Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan berbagai fakta sejarah yang telah melalui proses verifikasi sehingga diperoleh pemahaman mengenai implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya. Analisis difokuskan pada proses seleksi pelajar pribumi, penyelenggaraan sistem pendidikan, serta dampak pendidikan MULO terhadap mobilitas sosial masyarakat pribumi. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Surabaya pada masa kolonial.
Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang disusun secara kronologis, sistematis, dan analitis. Penyajian hasil penelitian diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan Politik Etis, pelaksanaan pendidikan di MULO Surabaya, serta dampaknya terhadap pembentukan kelompok pribumi terdidik pada periode 1914–1942.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. MULO sebagai Implementasi Politik Etis di Surabaya
Surabaya pada awal abad ke-20 berkembang menjadi salah satu kota kolonial terpenting di Hindia Belanda yang berperan sebagai pusat perdagangan, industri, pelayaran, dan administrasi pemerintahan di kawasan timur Pulau Jawa. Posisi strategis tersebut menjadikan Surabaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih pesat dibandingkan banyak kota lain di Jawa. Aktivitas ekspor hasil perkebunan melalui Pelabuhan Tanjung Perak, berkembangnya industri gula, meningkatnya investasi swasta, serta meluasnya jaringan transportasi mendorong terjadinya perubahan besar terhadap struktur sosial maupun tata ruang kota. Perubahan tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berasal dari berbagai kelompok etnis, mulai dari Eropa, Tionghoa, Arab, hingga pribumi, sehingga Surabaya berkembang sebagai kota multietnis dengan aktivitas ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kebutuhan pemerintah kolonial akan tenaga administrasi yang memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta menguasai bahasa Belanda untuk mengisi berbagai posisi dalam birokrasi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Perkembangan fisik Kota Surabaya sejak akhir abad ke-19 berlangsung bersamaan dengan pembangunan kawasan permukiman Eropa, pusat perdagangan, jaringan jalan, dan berbagai fasilitas publik yang menjadi penopang modernisasi kota.[footnoteRef:7] Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi kolonial karena sekolah diposisikan sebagai salah satu infrastruktur yang berfungsi menghasilkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, meningkatnya perhatian pemerintah kolonial terhadap pendidikan di Surabaya bukan semata-mata merupakan pelaksanaan gagasan Politik Etis, tetapi juga merupakan respons terhadap perubahan ekonomi dan birokrasi yang menuntut tersedianya tenaga kerja terdidik dalam jumlah yang semakin besar.[footnoteRef:8] [7:  Handinoto, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870–1940 (Yogyakarta: ANDI, 1996), 107–114.]  [8:  Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota Aksi Masyarakat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an, hlm. 152.] 

Perkembangan ekonomi yang berlangsung pesat di Surabaya membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Pertumbuhan jumlah penduduk, khususnya dari kalangan Eropa dan kelompok elite pribumi, menyebabkan sekolah-sekolah yang telah ada tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat perkotaan. Jarak Surabaya dengan Batavia sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan kolonial juga menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas lembaga pendidikan di wilayah timur Pulau Jawa. Keadaan tersebut diperkuat oleh semakin banyaknya perusahaan swasta, kantor pemerintahan, bank, serta lembaga perdagangan yang membutuhkan tenaga administrasi dengan kemampuan akademik lebih baik dibandingkan lulusan sekolah dasar. Pendidikan kemudian dipandang sebagai investasi yang mampu menjamin keberlangsungan birokrasi kolonial melalui penyediaan pegawai yang memahami tata administrasi modern dan mampu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi pemerintahan. Perhatian pemerintah kolonial terhadap sektor pendidikan di Surabaya pada akhirnya tidak hanya didorong oleh kepentingan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan efisiensi pemerintahan di tengah pesatnya perkembangan kota. Bertambahnya jumlah sekolah dasar berbahasa Belanda seperti Europeesche Lagere School (ELS), Hollandsch-Inlandsche School (HIS), dan Hollandsch-Chineesche School (HCS) menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun sistem pendidikan yang berjenjang sesuai dengan kebutuhan kolonial. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut melahirkan lulusan yang membutuhkan pendidikan lanjutan agar dapat mengisi berbagai posisi dalam birokrasi maupun sektor swasta. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa lahirnya pendidikan menengah bukan sekadar konsekuensi dari berkembangnya dunia pendidikan, melainkan merupakan kebutuhan nyata yang muncul akibat perubahan struktur ekonomi dan administrasi di Surabaya. Dengan demikian, perkembangan pendidikan kolonial di Surabaya harus dipahami sebagai bagian dari proses modernisasi kota yang saling berkaitan dengan pertumbuhan industri, perdagangan, serta perluasan birokrasi kolonial. Situasi inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas penyelenggaraan pendidikan menengah melalui pendirian Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) sebagai jenjang lanjutan bagi lulusan sekolah dasar berbahasa Belanda.[footnoteRef:9] [9:  Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 191] 






Table 1. Pertumbuhan Penduduk Surabaya dari tahun 1906-1940
	Tahun
	Bumiputra
	Eropa
	Cina
	Arab
	Timur
Asing

	1906
	124.473
	8.063
	14.843
	2.482
	327

	1940
	308.000
	34.576
	47.884
	5.242
	1.027



Pendirian MULO di Surabaya memperoleh dasar hukum yang lebih jelas setelah pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatsblad van Nederlandsch-Indië Nomor 446 Tahun 1914 yang mengatur penyelenggaraan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs di berbagai wilayah Hindia Belanda. Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyeragamkan sistem pendidikan menengah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan akademik. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berlangsung secara seragam di setiap daerah. Beberapa kota telah lebih dahulu memiliki MULO negeri, sedangkan Surabaya baru memperoleh status resmi sebagai MULO pemerintah pada tahun 1916. Perbedaan waktu tersebut menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan administratif dan kesiapan masing-masing daerah. Laporan Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië mencatat bahwa MULO Praban kemudian berkembang menjadi MULO negeri pertama di Surabaya sekaligus yang pertama di wilayah Jawa Timur. Status tersebut menjadikan MULO Praban bukan sekadar sekolah menengah biasa, tetapi juga simbol dimulainya pelaksanaan pendidikan menengah pemerintah di kawasan timur Pulau Jawa. Keputusan pemerintah untuk mengelola MULO secara langsung menunjukkan bahwa pendidikan mulai dipandang sebagai instrumen strategis dalam membentuk tenaga administrasi yang mampu memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial. Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perubahan orientasi pendidikan kolonial, dari yang sebelumnya lebih banyak diselenggarakan oleh lembaga swasta menjadi bagian dari sistem pendidikan pemerintah yang terstruktur dan berada di bawah pengawasan Departement van Onderwijs en Eeredienst. Perubahan tersebut mempertegas bahwa pendirian MULO di Surabaya merupakan implementasi nyata Politik Etis yang diarahkan untuk menunjang kepentingan pemerintahan kolonial melalui pembentukan kelompok masyarakat terdidik.[footnoteRef:10] [10:  Samson, E. dkk., Buku Kenang-Kenangan Reuni Akbar Alumni MULO SMPN 3 Praban, Malam Nostalgia dan Temu Kangen (Tanpa Penerbit, 1995).] 
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Gambar 1. MULO Bijzondere.
Sumber: De Indische Courant, 19 Mei 1928.
Pendirian MULO di Surabaya memperoleh dasar hukum yang lebih jelas setelah pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatsblad van Nederlandsch-Indië Nomor 446 Tahun 1914 yang mengatur penyelenggaraan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs di berbagai wilayah Hindia Belanda. Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyeragamkan sistem pendidikan menengah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan akademik. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berlangsung secara seragam di setiap daerah. Beberapa kota telah lebih dahulu memiliki MULO negeri, sedangkan Surabaya baru memperoleh status resmi sebagai MULO pemerintah pada tahun 1916. Perbedaan waktu tersebut menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan administratif dan kesiapan masing-masing daerah. Laporan Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië mencatat bahwa MULO Praban kemudian berkembang menjadi MULO negeri pertama di Surabaya sekaligus yang pertama di wilayah Jawa Timur. Status tersebut menjadikan MULO Praban bukan sekadar sekolah menengah biasa, tetapi juga simbol dimulainya pelaksanaan pendidikan menengah pemerintah di kawasan timur Pulau Jawa. Keputusan pemerintah untuk mengelola MULO secara langsung menunjukkan bahwa pendidikan mulai dipandang sebagai instrumen strategis dalam membentuk tenaga administrasi yang mampu memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial. Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perubahan orientasi pendidikan kolonial, dari yang sebelumnya lebih banyak diselenggarakan oleh lembaga swasta menjadi bagian dari sistem pendidikan pemerintah yang terstruktur dan berada di bawah pengawasan Departement van Onderwijs en Eeredienst. Perubahan tersebut mempertegas bahwa pendirian MULO di Surabaya merupakan implementasi nyata Politik Etis yang diarahkan untuk menunjang kepentingan pemerintahan kolonial melalui pembentukan kelompok masyarakat terdidik.[footnoteRef:11] [11:  Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië, Eerste Deel: Tekst, 1916–1917 (Batavia: Departement van Onderwijs, 1918), hlm. 43.] 
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Gambar 2. Lokasi MULO Praban Surabaya.
Sumber: Plattergrond van Soerabaia 1940, Oldsmaponline.com
Peningkatan jumlah peserta didik setelah MULO Praban berstatus sebagai sekolah pemerintah menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pendidikan menengah di Surabaya terus mengalami pertumbuhan. Keberadaan MULO tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan yang hanya melayani kalangan Eropa, tetapi mulai menjadi tujuan bagi kelompok masyarakat lain yang berhasil menempuh pendidikan dasar berbahasa Belanda. Meningkatnya jumlah lulusan HIS, HCS, maupun ELS menyebabkan kapasitas MULO Praban semakin terbatas sehingga tidak mampu lagi menampung seluruh calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan. Situasi tersebut mendorong pemerintah kolonial melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di Surabaya. Berdasarkan pemberitaan dalam De Indische Courant, pemerintah bersama inspektur pendidikan Van Dijk merencanakan pembangunan MULO baru di kawasan Ketabang pada tahun 1928 sebagai solusi atas semakin padatnya jumlah siswa di MULO Praban. Rencana tersebut tidak hanya bertujuan menambah ruang belajar, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan pendidikan menengah agar mampu mengakomodasi perkembangan jumlah penduduk Kota Surabaya yang terus meningkat. Pemilihan kawasan Ketabang juga memperlihatkan adanya pertimbangan geografis dan administratif karena wilayah tersebut berkembang menjadi salah satu pusat permukiman baru yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial mulai menempatkan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan kota, bukan sekadar penyediaan fasilitas belajar. Dalam konteks tersebut, pembangunan MULO Ketabang mencerminkan perubahan kebijakan pendidikan kolonial yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi Surabaya. Perkembangan ini sekaligus memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan tidak berhenti pada pendirian satu sekolah, melainkan terus mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan birokrasi dan pertumbuhan kota kolonial.[footnoteRef:12] [12:  De MULO op Ketabang en Praban,De Indische Courant, 25 Juli 1934.] 

Perluasan penyelenggaraan MULO di Surabaya juga memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial mulai melakukan penataan terhadap sistem pendidikan menengah agar lebih efisien. Selain mendirikan sekolah baru, pemerintah melakukan reorganisasi terhadap beberapa lembaga pendidikan yang telah ada melalui penggabungan maupun penyesuaian status sekolah. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan jumlah peserta didik antarsekolah sekaligus menyesuaikan kapasitas lembaga pendidikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Arsip yang Anda gunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa proses reorganisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah kolonial dalam mengendalikan mutu pendidikan dan menyelaraskan kurikulum pada setiap MULO. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan menengah mulai dipandang sebagai satu sistem yang terintegrasi, bukan lagi sebagai kumpulan sekolah yang berdiri sendiri. Keberadaan MULO Praban, MULO Ketabang, maupun lembaga pendidikan menengah lainnya akhirnya membentuk jaringan pendidikan yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga administrasi di Surabaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan MULO tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah sekolah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah kolonial mengelola lembaga-lembaga tersebut secara lebih terstruktur. Dengan demikian, implementasi Politik Etis di Surabaya tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik sekolah, melainkan juga melalui pembentukan sistem pendidikan menengah yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang relatif seragam sesuai kebutuhan pemerintahan kolonial. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan pendidikan kolonial pada dekade 1920-an mulai bergerak menuju sistem yang lebih terorganisasi dibandingkan periode sebelumnya.[footnoteRef:13] [13:  De Inheemsche MULO Een belangrijke proef voort-gezet, Soerabaijasch handelsblad, 22 Juni 1939.] 

Keberadaan MULO di Surabaya memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan tidak berhenti pada perluasan jumlah sekolah, tetapi juga diarahkan untuk membentuk sistem pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Tujuan tersebut tercermin dalam kurikulum MULO yang tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan umum, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia administrasi modern. Mata pelajaran seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, matematika, ilmu alam, sejarah, geografi, pembukuan, dan ilmu pasti dirancang untuk membentuk lulusan yang memiliki kemampuan berpikir sistematis sekaligus menguasai keterampilan administratif. Struktur kurikulum tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga ilmuwan atau akademisi, melainkan sebagai calon pegawai yang mampu mengisi berbagai posisi dalam kantor pemerintahan, perusahaan dagang, perbankan, maupun sektor industri yang berkembang pesat di Surabaya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa orientasi pendidikan kolonial lebih menekankan pada pembentukan tenaga kerja terampil dibandingkan pengembangan pendidikan yang bersifat emansipatoris. Pilihan mata pelajaran yang diajarkan juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara dunia pendidikan dengan kepentingan ekonomi kolonial. Kemampuan berbahasa Belanda menjadi syarat utama untuk memasuki birokrasi pemerintah, sedangkan pembelajaran pembukuan dan ilmu hitung disesuaikan dengan kebutuhan administrasi perusahaan-perusahaan swasta. Dengan demikian, MULO tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan menengah, tetapi juga sebagai instrumen yang menjembatani kebutuhan pemerintah kolonial terhadap tenaga administrasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan ekonomi modern di Surabaya.[footnoteRef:14] [14:  Nasution. 1983. Sejarah Pendidikan Indonesia. Bandung: Bumi Aksara. hlm 124.] 

Implementasi Politik Etis melalui MULO juga memperlihatkan adanya paradoks dalam kebijakan pendidikan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda memang membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan menengah, tetapi kesempatan tersebut tetap dibatasi melalui berbagai mekanisme seleksi yang ketat. Persyaratan akademik, kemampuan berbahasa Belanda, latar belakang pendidikan sebelumnya, hingga proses ujian masuk menjadi instrumen yang menentukan siapa saja yang dapat menikmati pendidikan di MULO. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan tidak serta-merta menghapus diskriminasi dalam sistem pendidikan kolonial. Kesempatan belajar tetap diberikan secara selektif kepada kelompok masyarakat yang dianggap mampu memenuhi standar pendidikan Barat, sehingga jumlah peserta didik pribumi yang berhasil memasuki MULO masih relatif terbatas dibandingkan jumlah penduduk Surabaya secara keseluruhan. Paradoks tersebut memperlihatkan bahwa Politik Etis mengandung dua kepentingan yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, pemerintah kolonial memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat pribumi sebagai bagian dari pelaksanaan program edukasi. Di sisi lain, pendidikan tetap dijadikan sarana untuk mempertahankan kontrol kolonial melalui pembentukan kelompok elite pribumi yang memiliki kemampuan administrasi, tetapi tetap berada dalam kerangka kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan MULO di Surabaya tidak dapat dimaknai hanya sebagai simbol kemajuan pendidikan kolonial, melainkan juga sebagai instrumen politik yang mendukung keberlangsungan sistem pemerintahan kolonial melalui pembentukan tenaga kerja terdidik. Pembahasan mengenai mekanisme seleksi siswa pada subbab berikutnya akan memperlihatkan secara lebih rinci bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari serta bagaimana proses tersebut menentukan peluang masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan menengah pada masa kolonial.[footnoteRef:15] [15:  MULO-Eindexamen, De Locomotief, 30 Juni 1938.] 

Keberhasilan pemerintah kolonial membangun sistem pendidikan menengah melalui MULO secara tidak langsung melahirkan kelompok masyarakat pribumi yang memiliki kemampuan intelektual lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Lulusan MULO memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Algemene Middelbare School (AMS), Hoogere Burgerschool (HBS), sekolah kejuruan, maupun berbagai lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Peluang tersebut membuka ruang mobilitas sosial bagi sebagian kecil masyarakat pribumi yang sebelumnya sulit memperoleh akses terhadap pendidikan Barat. Akan tetapi, kesempatan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah kolonial telah menerapkan prinsip pemerataan pendidikan. Pendidikan menengah tetap menjadi fasilitas yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu yang memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan ekonomi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Politik Etis memang memperluas kesempatan belajar, tetapi perluasan tersebut tetap berlangsung dalam kerangka kepentingan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda membutuhkan tenaga administrasi yang berasal dari kalangan pribumi karena lebih mudah beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat lokal sekaligus membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan pegawai Eropa. Pendidikan kemudian menjadi sarana untuk mencetak kelompok elite pribumi yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah kolonial dengan masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan MULO memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, sekolah tersebut memberikan peluang bagi masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan modern dan meningkatkan mobilitas sosial. Di sisi lain, MULO menjadi instrumen kolonial dalam membangun birokrasi yang lebih efisien melalui penyediaan tenaga administrasi yang terdidik, terampil, dan memahami tata pemerintahan Hindia Belanda. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis di Surabaya tidak hanya dapat diukur dari bertambahnya jumlah sekolah, tetapi juga dari terbentuknya kelompok masyarakat pribumi terdidik yang kemudian mengambil peran penting dalam berbagai sektor kehidupan pada masa kolonial.[footnoteRef:16] [16:  Gouvernements-Handelscursus, De Indische Courant, 15 Juni 1936.] 

Pembahasan mengenai perkembangan MULO di Surabaya menunjukkan bahwa pendirian sekolah tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi Politik Etis yang paling nyata dalam bidang pendidikan. Kehadiran MULO tidak hanya memperluas jaringan pendidikan menengah di Surabaya, tetapi juga mencerminkan perubahan strategi pemerintah kolonial dalam memenuhi kebutuhan birokrasi modern melalui penyediaan tenaga kerja terdidik. Perkembangan jumlah sekolah, penyempurnaan sistem pendidikan, serta perluasan kapasitas MULO menunjukkan bahwa pemerintah kolonial mulai menempatkan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan administrasi negara kolonial. Meskipun demikian, kesempatan memperoleh pendidikan tetap berlangsung secara terbatas karena setiap calon peserta didik harus melewati berbagai persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Persyaratan tersebut meliputi latar belakang pendidikan, kemampuan akademik, penguasaan bahasa Belanda, hingga mekanisme ujian masuk yang menjadi pintu utama untuk memperoleh akses ke MULO. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sekolah, tetapi juga melalui sistem seleksi yang menentukan siapa saja yang dianggap layak menerima pendidikan Barat. Dengan demikian, keberadaan MULO di Surabaya tidak dapat dipisahkan dari mekanisme penyaringan sosial yang diterapkan pemerintah kolonial untuk mempertahankan efektivitas birokrasi sekaligus membatasi akses pendidikan bagi masyarakat pribumi. Analisis mengenai proses seleksi tersebut menjadi penting karena menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan kolonial dijalankan dalam praktik sehari-hari serta sejauh mana masyarakat pribumi memiliki peluang untuk memasuki lembaga pendidikan menengah pada masa Hindia Belanda. Oleh sebab itu, pembahasan pada subbab berikutnya akan difokuskan pada mekanisme seleksi masuk MULO, persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta didik, serta bagaimana proses tersebut mencerminkan karakter implementasi Politik Etis dalam bidang pendidikan di Surabaya.[footnoteRef:17] [17:  Van belang voor den Inheemschen Middenstand, De Locomotief, 4 Agustus 1939.] 

B. Seleksi dan Penyelenggaraan Pendidikan Pribumi di MULO
Penerapan Politik Etis di bidang pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui pendirian lembaga pendidikan menengah, tetapi juga melalui penyusunan mekanisme seleksi yang menentukan siapa saja yang berhak memperoleh akses terhadap pendidikan tersebut. Kesempatan memasuki MULO pada kenyataannya tidak diberikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat pribumi, melainkan dibatasi oleh berbagai persyaratan akademik dan administratif yang telah ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Arsip surat kabar kolonial yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap tahun pemerintah mengumumkan secara resmi jadwal penerimaan peserta didik baru beserta ketentuan yang harus dipenuhi calon siswa. Pengumuman tersebut memuat informasi mengenai waktu pelaksanaan ujian, lokasi ujian, syarat administrasi, serta kualifikasi pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap peserta. Keberadaan arsip tersebut menunjukkan bahwa proses penerimaan siswa MULO telah disusun secara sistematis dan berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Mekanisme tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan menengah tidak bergantung pada keinginan masyarakat semata, tetapi ditentukan melalui proses seleksi yang dirancang untuk menyaring calon peserta didik sesuai standar pendidikan kolonial. Dengan demikian, tahap penerimaan siswa menjadi pintu awal yang memperlihatkan bagaimana implementasi Politik Etis dijalankan dalam praktik pendidikan sehari-hari, yaitu dengan memberikan kesempatan belajar kepada pribumi, namun tetap melalui sistem seleksi yang ketat sehingga hanya kelompok tertentu yang dapat memasuki MULO.[footnoteRef:18] [18:  ONDERWIJS. Toelatings-examen Mulo-scholen, De Indische Courant, 5 Mei 1933.] 

Persyaratan yang ditetapkan pemerintah kolonial dalam proses penerimaan siswa menunjukkan bahwa akses terhadap MULO sejak awal telah dibatasi melalui standar akademik tertentu. Calon peserta didik diwajibkan berasal dari sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, seperti HIS, ELS, maupun HCS, atau memiliki kemampuan yang setara dan dibuktikan melalui ujian masuk. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya menyeleksi kemampuan akademik calon siswa, tetapi juga memastikan bahwa mereka telah terbiasa dengan sistem pendidikan Barat. Penguasaan bahasa Belanda menjadi syarat yang sangat penting karena seluruh proses pembelajaran di MULO menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar. Situasi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat pribumi yang hanya menempuh pendidikan di sekolah desa atau sekolah berbahasa daerah hampir tidak memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke MULO. Dengan demikian, mekanisme seleksi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kemampuan akademik, tetapi juga menjadi instrumen yang secara tidak langsung membatasi akses pendidikan berdasarkan latar belakang pendidikan sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perluasan pendidikan yang menjadi bagian dari Politik Etis tetap berlangsung dalam kerangka stratifikasi sosial kolonial. Kesempatan belajar memang diperluas, tetapi hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang telah lebih dahulu memperoleh akses terhadap pendidikan dasar berbahasa Belanda. Fenomena ini mempertegas bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan tidak sepenuhnya bertujuan mewujudkan pemerataan pendidikan, melainkan menghasilkan kelompok masyarakat yang memenuhi kebutuhan birokrasi pemerintah kolonial.[footnoteRef:19] [19:  Ibid. ] 

Pengumuman penerimaan siswa yang dimuat dalam De Indische Courant memperlihatkan bahwa proses seleksi masuk MULO di Surabaya telah disusun melalui mekanisme yang terstandarisasi oleh pemerintah kolonial. Arsip tersebut menginformasikan bahwa ujian masuk untuk kelas satu dan kelas persiapan (voorklas) dilaksanakan pada 9 Juni mulai pukul 07.30 pagi. Calon siswa yang berasal dari sekolah negeri maupun sekolah yang dipersamakan mengikuti ujian tertulis di sekolah asal mereka, sedangkan peserta dari sekolah lain diwajibkan mengikuti ujian pada lokasi yang telah ditentukan oleh ketua panitia penerimaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya menetapkan standar akademik yang sama bagi seluruh calon peserta didik, tetapi juga membangun sistem administrasi penerimaan yang terpusat sehingga proses seleksi dapat berlangsung secara seragam. Menariknya, arsip tersebut juga menjelaskan bahwa tidak semua peserta diwajibkan mengikuti ujian masuk. Siswa yang telah memiliki sertifikat kelas persiapan dibebaskan dari ujian dan ditempatkan berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh pada jenjang sebelumnya, sedangkan pemegang sertifikat MULO kelas satu tetap diwajibkan mengikuti ujian. Lulusan HIS maupun HCS yang memperoleh rekomendasi untuk memasuki kelas satu tetapi belum memenuhi standar tertentu masih dapat dialihkan ke kelas persiapan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan panitia. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial menerapkan sistem seleksi yang bersifat bertingkat dengan mempertimbangkan riwayat pendidikan, prestasi akademik, serta hasil ujian masuk. Dengan demikian, seleksi masuk MULO tidak hanya berfungsi mengukur kemampuan akademik, tetapi juga menjadi mekanisme administratif untuk mengelompokkan calon peserta didik sesuai jenjang yang dianggap paling sesuai dengan kemampuan mereka.[footnoteRef:20] [20:  Ibid.] 

Kebijakan penerimaan siswa tersebut menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan menengah bagi masyarakat pribumi tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan pemerintah kolonial. Seleksi tidak hanya didasarkan pada keberhasilan mengikuti ujian tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kepemilikan sertifikat, serta kapasitas sekolah yang tersedia. Kondisi tersebut terlihat jelas pada penyelenggaraan MULO Pribumi di Surabaya. Antusiasme masyarakat terhadap sekolah tersebut cukup tinggi, tercermin dari 99 calon siswa yang mendaftarkan diri pada tahun pertama penyelenggaraannya, sementara kapasitas yang tersedia hanya 45 kursi. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pendidikan menengah telah berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah kolonial dalam menyediakan akses pendidikan. Situasi ini menyebabkan proses seleksi tidak berhenti pada penilaian akademik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan struktural berupa daya tampung sekolah. Akibatnya, tidak seluruh calon siswa yang memenuhi syarat dapat diterima karena jumlah kursi yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pendaftar. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis memang membuka peluang pendidikan bagi masyarakat pribumi, tetapi peluang tersebut tetap bersifat terbatas dan selektif. Pendidikan menengah tidak diarahkan untuk menjangkau seluruh masyarakat, melainkan hanya kelompok tertentu yang berhasil melewati proses penyaringan akademik sekaligus memperoleh tempat dalam kapasitas sekolah yang sangat terbatas. Dengan demikian, keterbatasan daya tampung menjadi bagian dari mekanisme seleksi yang secara tidak langsung mempertahankan sifat elitis pendidikan kolonial di Surabaya.[footnoteRef:21] [21:  Van belang voor den Inheemschen Middenstand, De Locomotief, 4 Agustus 1939.] 

Proses seleksi di MULO tidak berakhir setelah pelaksanaan ujian tertulis. Arsip De Locomotief menunjukkan bahwa pemerintah kolonial masih menerapkan tahapan seleksi lanjutan melalui ujian lisan yang dipusatkan di MULO Praban, Surabaya. Menariknya, seluruh peserta dinyatakan lulus pada tahap ujian tertulis, tetapi kelulusan tersebut belum menentukan diterima atau tidaknya seorang calon siswa. Setiap peserta masih diwajibkan mengikuti ujian lisan, khususnya untuk mata pelajaran bahasa, sebagai tahap akhir dalam proses seleksi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ujian tertulis lebih berfungsi sebagai penyaringan awal, sedangkan keputusan akhir berada pada hasil evaluasi lisan yang dilaksanakan secara terpusat. Sistem seperti ini memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya mengukur kemampuan akademik melalui jawaban tertulis, tetapi juga menilai kemampuan berbahasa dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian, seleksi masuk MULO merupakan mekanisme yang berlangsung secara berlapis, mulai dari pemeriksaan administrasi, ujian tertulis, hingga ujian lisan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial berupaya mempertahankan standar pendidikan tertentu sekaligus mengontrol jumlah peserta didik yang diterima sesuai dengan kebutuhan sistem pendidikan kolonial. Di sisi lain, keberadaan ujian lisan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi memperoleh perhatian yang sama besarnya dengan kemampuan akademik, mengingat lulusan MULO dipersiapkan untuk memasuki lingkungan administrasi yang menuntut kecakapan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, proses seleksi di MULO tidak dapat dipahami sebagai prosedur administratif biasa, melainkan sebagai mekanisme penyaringan yang dirancang untuk memilih calon siswa yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan birokrasi kolonial.[footnoteRef:22] [22:  MULO-Eindexamen, op. cit.] 
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Gambar 3. Seleksi masuk MULO.
Sumber: De Locomotief, 30 Juni 1938.
Pelaksanaan ujian lisan yang dipusatkan di Surabaya juga memperlihatkan bahwa akses terhadap pendidikan menengah kolonial dipengaruhi oleh faktor geografis dan ekonomi. Arsip yang sama mencatat bahwa peserta dari daerah lain, seperti Mojokerto, harus datang ke MULO Praban sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk mengikuti ujian lisan. Kewajiban tersebut tentu menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan bagi calon siswa dan keluarganya. Perjalanan menuju Surabaya membutuhkan waktu, biaya transportasi, serta kesiapan logistik yang tidak dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat pribumi. Dengan demikian, peluang memasuki MULO tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kemampuan calon peserta untuk menjangkau pusat penyelenggaraan seleksi. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kolonial secara tidak langsung menciptakan hambatan tambahan bagi masyarakat yang berasal dari luar kota. Walaupun secara formal pemerintah membuka kesempatan bagi seluruh lulusan sekolah yang memenuhi persyaratan, dalam praktiknya hanya mereka yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses geografis yang lebih baik yang mampu mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga selesai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis tetap berada dalam kerangka kebijakan yang selektif. Pemerintah kolonial memang memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi kesempatan tersebut tidak diberikan secara setara kepada seluruh masyarakat pribumi. Hambatan administratif, geografis, dan ekonomi menjadi bagian dari proses penyaringan yang secara efektif mempertahankan sifat elitis pendidikan menengah kolonial. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketimpangan akses pendidikan tidak hanya disebabkan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh struktur sosial yang melingkupi penyelenggaraan pendidikan kolonial di Surabaya.[footnoteRef:23] [23:  Ibid. ] 

Setelah dinyatakan lolos melalui serangkaian proses seleksi, peserta didik mulai mengikuti sistem pendidikan yang telah disusun secara terstruktur oleh pemerintah kolonial. Penyelenggaraan pendidikan di MULO tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki disiplin, kemampuan akademik, serta kecakapan administrasi sesuai kebutuhan birokrasi Hindia Belanda. Seluruh kegiatan pembelajaran menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sehingga peserta didik dituntut mampu memahami istilah maupun konsep yang digunakan dalam sistem pendidikan Barat sejak hari pertama mengikuti pembelajaran. Penggunaan bahasa Belanda tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi di dalam kelas, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk pola pikir dan budaya kerja yang selaras dengan sistem administrasi kolonial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa bahasa menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan Politik Etis di bidang pendidikan. Melalui penguasaan bahasa Belanda, peserta didik tidak hanya memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan modern, tetapi juga dipersiapkan untuk memasuki lingkungan birokrasi yang seluruh administrasinya menggunakan bahasa tersebut. Situasi ini menjelaskan mengapa lulusan sekolah dasar yang tidak memperoleh pendidikan berbahasa Belanda hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran di MULO. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan di MULO memperlihatkan adanya kesinambungan antara mekanisme seleksi dengan proses pembelajaran, karena keduanya sama-sama dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah kolonial.[footnoteRef:24] [24:  Staatsblad van Nederlandsch-Indië, No. 230 (1932).] 

Kurikulum yang diterapkan di MULO turut mencerminkan orientasi pendidikan kolonial yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan umum dan keterampilan praktis. Mata pelajaran seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, matematika, ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, serta pembukuan disusun untuk memberikan bekal akademik sekaligus kemampuan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Pemilihan mata pelajaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya berupaya meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi tenaga administrasi yang siap ditempatkan pada berbagai lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta. Kurikulum MULO dengan demikian tidak dapat dipandang sebagai perangkat pembelajaran yang bersifat netral, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan kolonial yang disusun sesuai kebutuhan ekonomi dan birokrasi Hindia Belanda. Pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik diarahkan untuk menunjang efisiensi administrasi negara kolonial, sementara ruang bagi pengembangan pemikiran yang bersifat kritis relatif terbatas. Meskipun demikian, penguasaan ilmu pengetahuan modern yang diperoleh di MULO pada akhirnya memberikan bekal penting bagi sebagian lulusan pribumi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki berbagai profesi modern. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam pelaksanaan Politik Etis, yaitu pendidikan yang semula dirancang untuk memenuhi kepentingan kolonial justru membuka peluang lahirnya kelompok pribumi terdidik yang kemudian memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat Indonesia pada masa berikutnya.[footnoteRef:25] [25:    Nasution, Op Cit. hlm. 124.] 

Table 2. Mata Pelajaran MULO Surabaya
	No
	Mata Pelajaran
	Kelas

	
	
	I
	II
	III

	1
	Membaca
	3
	3
	2

	2
	Bahasa Belanda
	5
	4
	4

	3
	Matematika
	8
	9
	7

	4
	Sejarah 
	1
	1
	2

	5
	Sejarah Dunia
	1
	1
	1

	6
	Geografi 
	3
	3
	3

	7
	Ilmu Alam 
	3
	3
	4

	8
	Bahasa Prancis 
	2
	4
	4

	9
	Bahasa Inggris
	4
	4
	3

	10
	Bahasa Jerman
	4
	3
	4

	11
	Menggambar
	2
	2
	2



C. Dampak Pendidikan MULO terhadap Masyarakat Pribumi Surabaya
Pelaksanaan Politik Etis melalui pendirian MULO di Surabaya tidak hanya menghasilkan perubahan dalam bidang pendidikan, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang lebih luas bagi masyarakat pribumi. Sejak awal, MULO dirancang sebagai sekolah menengah yang bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga administrasi terdidik bagi pemerintah Hindia Belanda di tengah pesatnya perkembangan Surabaya sebagai pusat perdagangan, industri, dan pemerintahan kolonial. Tujuan tersebut tercermin dalam sistem pendidikan yang menekankan penguasaan bahasa Belanda, disiplin, serta kemampuan akademik yang sesuai dengan kebutuhan birokrasi kolonial. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut dalam praktiknya menghasilkan dampak yang melampaui kepentingan administratif pemerintah kolonial. Pendidikan yang diterima oleh siswa pribumi membuka akses terhadap pengetahuan modern, memperluas wawasan intelektual, serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan gagasan-gagasan baru yang berkembang pada masa itu. Meskipun jumlah pribumi yang berhasil mengenyam pendidikan di MULO relatif terbatas akibat proses seleksi yang ketat, biaya pendidikan, dan persyaratan penguasaan bahasa Belanda, keberadaan mereka mulai membentuk kelompok masyarakat terdidik yang memiliki posisi berbeda dibandingkan mayoritas pribumi lainnya. Kelompok inilah yang kemudian menjadi salah satu hasil paling nyata dari implementasi Politik Etis di Surabaya. Pendidikan yang semula diarahkan untuk memperkuat efektivitas birokrasi kolonial justru menjadi sarana yang memungkinkan sebagian masyarakat pribumi meningkatkan kapasitas intelektual, memperluas peluang sosial, serta memperoleh kedudukan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat kolonial. Dengan demikian, dampak pendidikan MULO tidak dapat dipahami hanya sebagai keberhasilan pemerintah kolonial menyediakan lembaga pendidikan menengah, tetapi juga sebagai awal terbentuknya kelompok pribumi terdidik yang membawa perubahan sosial pada akhir masa pemerintahan Hindia Belanda.[footnoteRef:26] [26:  Roeslan Abdulgani, “My Childhood World,” Cornell University Southeast Asia Program 17 (1974), hlm. 129.] 

Dampak pendidikan MULO tidak hanya tercermin dari meningkatnya kemampuan akademik para lulusannya, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran kebangsaan di kalangan pelajar pribumi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan MULO menjadi salah satu ruang yang mempertemukan peserta didik dengan berbagai gagasan baru mengenai bangsa, kebebasan, dan identitas nasional. Proses tersebut tidak selalu berlangsung melalui pembelajaran formal di dalam kelas, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial di luar sekolah yang berkembang pesat di Surabaya sebagai pusat pergerakan nasional. Sejumlah alumni MULO kemudian dikenal memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, seperti Roeslan Abdulgani, Mohammad Tabrani, Ki Soewarno, Hamid Algadri, Iswahyudi, Azizchan, Prof. Dr. Satrio, Soenarto Timoer, hingga Oetoyo Soebandi. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut menunjukkan bahwa MULO tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga melahirkan individu-individu yang kemudian berkontribusi dalam bidang politik, pemerintahan, militer, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis melalui pendidikan menengah menghasilkan dampak yang jauh lebih luas daripada tujuan awal pemerintah Hindia Belanda. Sekolah yang semula dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial pada akhirnya menjadi salah satu tempat lahirnya kelompok intelektual pribumi yang memiliki peranan penting dalam perkembangan bangsa Indonesia.[footnoteRef:27] [27:  C. Schuuring, Roeslan Abdulgani: Tokoh Segala Zaman (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 4-5.] 

Selain melalui lingkungan sosial dan proses pembelajaran di sekolah, tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan siswa MULO juga dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam berbagai organisasi kepemudaan yang berkembang di Surabaya pada dekade 1920-an dan 1930-an. Pendidikan yang diperoleh di MULO memberikan bekal kemampuan berbahasa Belanda, wawasan intelektual, serta kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan pelajar dari berbagai latar belakang. Kondisi tersebut mendorong sebagian siswa aktif mengikuti organisasi seperti Jong Java, Jong Islamieten Bond, maupun perkumpulan kepemudaan lainnya yang menjadi ruang bertemunya gagasan mengenai persatuan bangsa. Mohammad Tabrani, misalnya, ketika masih menjadi pelajar MULO telah bergabung dengan Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1918 dan bahkan mengikuti kongres organisasi tersebut di Solo sebagai perwakilan cabang Surabaya. Keterlibatan dalam organisasi tersebut memperluas relasi antarpelajar sekaligus memperkenalkan gagasan mengenai pentingnya identitas kebangsaan di tengah masyarakat kolonial yang masih menerapkan stratifikasi sosial berdasarkan ras. Pengalaman serupa juga terlihat pada beberapa alumni MULO lainnya yang mulai menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional melalui kegiatan organisasi maupun diskusi yang berkembang di Surabaya. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan MULO tidak hanya membentuk kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga menyediakan modal intelektual yang mendorong mereka berpartisipasi dalam perkembangan organisasi kepemudaan sebagai salah satu embrio lahirnya nasionalisme Indonesia.[footnoteRef:28] [28:  ibid.] 

	Dampak lain yang dihasilkan dari penyelenggaraan pendidikan MULO di Surabaya adalah terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi para lulusannya. Kemampuan berbahasa Belanda, penguasaan administrasi, serta pendidikan menengah yang dimiliki lulusan MULO menjadi kualifikasi yang banyak dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta pada akhir masa kolonial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan di Surabaya secara khusus mencantumkan ijazah MULO sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Salah satu contohnya adalah lowongan sekretaris yang diterbitkan oleh N.V. Handelsvereeniging Amsterdam untuk kantor cabangnya di Surabaya. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pelamar minimal harus memiliki ijazah MULO, menguasai stenografi, serta memiliki kemampuan mengetik untuk mendukung pekerjaan administrasi perusahaan. Persyaratan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan MULO dipandang memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja kolonial, terutama pada bidang administrasi dan perkantoran. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa ijazah MULO bukan hanya menjadi bukti penyelesaian pendidikan menengah, tetapi juga berfungsi sebagai modal penting bagi lulusan pribumi untuk memperoleh pekerjaan yang memiliki jenjang karier dan pendapatan lebih baik dibandingkan pekerjaan sektor informal yang masih banyak ditekuni masyarakat pada masa itu.[footnoteRef:29]  [29:  De N.V HANDELSVEREENIGING, Nieuwe Courant, 14 Desember 1950.] 
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Gambar 4. Lowongan Pekerjaan Sekretaris.
Sumber: Niuwe Courant, 14 Desember 1950.
	Peluang kerja yang terbuka bagi lulusan MULO pada akhirnya turut mendorong terjadinya mobilitas sosial di kalangan masyarakat pribumi. Pendidikan menengah yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu menjadi modal penting bagi lulusan MULO untuk memasuki lapangan pekerjaan yang menawarkan kedudukan sosial lebih tinggi dibandingkan pekerjaan tradisional. Berbeda dengan sebagian besar masyarakat pribumi yang masih bergantung pada sektor pertanian, buruh, atau pekerjaan berupah rendah, lulusan MULO memiliki kesempatan menjadi pegawai administrasi, guru, juru tulis, maupun tenaga profesional lain yang membutuhkan kemampuan berbahasa Belanda dan kecakapan administrasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kolonial mulai menciptakan kelompok masyarakat pribumi terdidik yang memiliki posisi berbeda dalam struktur sosial Hindia Belanda. Meskipun jumlahnya tidak banyak, kelompok ini memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus memperluas peran mereka dalam kehidupan ekonomi dan pemerintahan kolonial. Dengan demikian, pendidikan MULO tidak hanya menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan birokrasi pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga menjadi sarana mobilitas sosial yang memungkinkan sebagian masyarakat pribumi memperoleh kedudukan yang sebelumnya sulit dicapai melalui jalur pendidikan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan membawa perubahan yang nyata terhadap kehidupan sebagian masyarakat pribumi, meskipun manfaatnya masih terbatas pada mereka yang berhasil mengakses pendidikan menengah kolonial.[footnoteRef:30] [30:  Controuler Aanstellingseisch, Soerabaijasch handelsblad, 15 Juni 1940.] 
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Gambar 5. Lowongan Inspeksi Lalu Lintas.
Sumber: Soerabaijasch handelsblad, 15 Juni 1940.
Implementasi Politik Etis melalui penyelenggaraan MULO di Surabaya pada akhirnya memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial menghasilkan dampak yang melampaui tujuan awal pembentukannya. MULO memang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Hindia Belanda akan tenaga administrasi yang terampil dan berpendidikan, tetapi pelaksanaannya turut membuka kesempatan bagi sebagian masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, meningkatkan mobilitas sosial, serta memperluas wawasan intelektual mereka. Pendidikan yang diberikan di MULO juga berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran kebangsaan melalui interaksi antarpelajar, keterlibatan dalam organisasi kepemudaan, dan berkembangnya kemampuan berpikir kritis terhadap realitas kolonial. Pada saat yang sama, ijazah MULO menjadi modal penting bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja modern yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat pribumi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis di Surabaya tidak hanya menciptakan kelompok tenaga kerja yang dibutuhkan pemerintah kolonial, tetapi juga melahirkan kelompok pribumi terdidik yang memiliki peran dalam perubahan sosial pada akhir masa Hindia Belanda. Oleh karena itu, MULO dapat dipahami bukan sekadar sebagai institusi pendidikan kolonial, melainkan sebagai salah satu ruang yang memperlihatkan bagaimana kebijakan kolonial menghasilkan konsekuensi yang melampaui kepentingan pemerintah Hindia Belanda sendiri.

PENUTUP
Kesimpulan 
Implementasi Politik Etis terhadap pendidikan pribumi di MULO Surabaya pada periode 1914–1942 menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial tidak hanya merupakan bagian dari program perluasan pendidikan, tetapi juga menjadi strategi pemerintah Hindia Belanda dalam memenuhi kebutuhan tenaga administrasi di tengah perkembangan Surabaya sebagai pusat perdagangan, industri, dan pemerintahan. Perkembangan kota yang pesat mendorong meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik dan penguasaan bahasa Belanda. Kondisi tersebut melatarbelakangi pendirian MULO sebagai jenjang pendidikan menengah yang dipersiapkan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan birokrasi kolonial. Dengan demikian, implementasi Politik Etis di Surabaya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk kepedulian pemerintah kolonial terhadap pendidikan masyarakat pribumi, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan yang mendukung keberlangsungan sistem pemerintahan kolonial.
Pelaksanaan pendidikan di MULO memperlihatkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat pribumi memang mengalami perluasan, tetapi tetap berlangsung dalam mekanisme yang selektif. Proses penerimaan siswa mensyaratkan latar belakang pendidikan tertentu, kemampuan akademik, serta penguasaan bahasa Belanda sehingga tidak seluruh masyarakat pribumi dapat mengakses pendidikan tersebut. Setelah diterima, peserta didik mengikuti sistem pendidikan yang disusun berdasarkan kurikulum kolonial dengan penekanan pada disiplin, kemampuan intelektual, dan kecakapan administrasi. Sistem tersebut menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis di bidang pendidikan tetap berada dalam kerangka kepentingan pemerintah Hindia Belanda, yaitu mencetak tenaga kerja terdidik yang mampu mendukung kebutuhan administrasi pemerintahan maupun perusahaan kolonial di Surabaya.
Pelaksanaan pendidikan di MULO pada akhirnya menghasilkan dampak yang melampaui tujuan awal pemerintah kolonial. Pendidikan yang semula diarahkan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi justru membuka kesempatan bagi sebagian masyarakat pribumi untuk meningkatkan mobilitas sosial, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta mengembangkan kesadaran kebangsaan. Lingkungan pendidikan, interaksi antarpelajar, dan keterlibatan dalam organisasi kepemudaan turut membentuk kelompok pribumi terdidik yang kemudian berperan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Keberadaan lulusan MULO memperlihatkan bahwa pendidikan kolonial tidak hanya menghasilkan tenaga administrasi, tetapi juga melahirkan kelompok intelektual yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda.
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Politik Etis di MULO Surabaya memiliki karakter yang paradoks. Kebijakan pendidikan yang dirancang untuk memperkuat sistem kolonial justru menghasilkan kelompok masyarakat pribumi yang memperoleh akses terhadap pendidikan modern, memperluas kesempatan sosial dan ekonomi, serta mengembangkan kesadaran kebangsaan. Melalui pemanfaatan arsip kolonial, surat kabar sezaman, rapor, dan dokumen pendidikan, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi Politik Etis pada tingkat lokal di Surabaya. Temuan tersebut melengkapi kajian mengenai Politik Etis yang selama ini lebih banyak membahas kebijakan pendidikan secara umum, dengan menunjukkan bagaimana pelaksanaannya di MULO Surabaya menghasilkan dampak yang melampaui kepentingan pemerintah Hindia Belanda.
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welke poging met succés belroond werd.
Het afdeelingsbestuar I E. V. Malang.
J.I.do Rochemont,

Voorzitter.
W.C. Keizer,

Becretarie,
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MULO-HENDUAANIEIN.

Aan het kortgeleden gehouden eindexamen
van de Mulo-school alhier slaagden 100% van
de deelmemers en deelnesmsters voor het
schriftelijk gedeelte. Zooals vorig jaar
heeft Het mondelinge gedeelte t8 Soerabaia
plaats (Mulo-school Praban) alwaar ze een
mondeling  examen voor de talen worden
onderworpen.

Enkele candidaten van Modjokerto deden
den 27en dezer reeds hunne mondelinge exa-
men, terwijl enkelen na den eersten  Juni
naar Seerabaia moeten.
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De NV, HANDELSVEREENIGING

vraagt voor haar Soerabaia-kantoor een geroutineerd

SECRETARESSE

minimnmeis diploma MULO en STENO/TYPEN.
Zonder gedegen praetijiservaring onnodig te solliciteren,
Sollicitatle met opgave van genoten opleiding en practijk
uitsluitend schriftelijk te richten aan de N.V. Handels-
vereeniging ,Amsterdam” te Soerabaia.

=—————=—

ADVERTEREN in de

NIEUWE COURANT

brengt Uw geld

DUBBEL en DWARS OP!
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Bij de Provineiale Verkeers.
inspectie van Oost-Java bestaat
gelegenheid tot plaatsing van
een N

confroleur.

AANSTELLINGSEISCH.

Het bezit van het einddiploma
Mulo of K.-W.S, benevens al.
gemeene ontwikkeling en erva-
ring op technisch gebied (werk-
tuigkunde) en in zelfstandig
optreden.

Leeftijd tenminste = 25 jaar.

Bekendheid met de Wegver.
keersvoorschriften strekt tot
aanbeveling.

Bezoldiging volgens kolom ITI
van schaal No. 44 der B.BL.
1938 :

F 185— . F320.—

(3 x 2 x 27.50; 3 x 3x 27.50).




image1.jpeg
Qi

UNESA

Universitas Negeri Surabaya





